LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :  225/PMK.05/2020
TENTANG : SISTEM PENERIMAAN NEGARA SECARA
ELEKTRONIK

A. IZIN PRINSIP SEBAGAI COLLECTING AGENT

KOP SURAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Nomor R (L)eeeeees () T 20xx
Sifat T (3).......
Hal : Izin Prinsip .......... (4)...... sebagai Collecting Agent

dalam Sistem Penerimaan Negara secara Elektronik

Yth. Direktur Utama/Pimpinan Tertinggi ............ (5).......
........... (6).......

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ...... (7)...... perihal .......... (8)....... , dengan ini disampaikan
bahwa ............ () - diberikan izin prinsip sebagai Collecting Agent yang melaksanakan sistem penerimaan

negara secara elektronik.

Selanjutnya, ....... (5)........ dapat segera mengembangkan sistem penerimaan negara secara elektronik

dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..... /PMK.05/2020 tanggal ... Desember 2020

tentang Sistem Penerimaan Negara secara Elektronik dengan tahapan pelaksanaan sebagai berikut:

1. membangun sistem/aplikasi yang sesuai dengan Collecting Agent Requirement berdasarkan Peraturan
Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor ...(9)... tentang ...(10)....;

2. melakukan koneksi jaringan dengan sistem Kementerian Keuangan;

3. sistem/aplikasi yang dikembangkan siap diuji melalui System Integration Test setelah melalui pengujian
secara internal oleh calon Collecting Agent;

4. lulus System Integration Test antara server aplikasi yang dibangun dengan server MPN G3;

5. lulus User Acceptance Test untuk menguji kesesuaian sistem dengan ketentuan yang berlaku, meliputi
pengujian terhadap proses bisnis, aplikasi, dan pelaporan;

6. memperoleh Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan yang menetapkan ............ (5)cccinnns sebagai
Collecting Agent;

7. menyepakati Perjanjian Kerja Sama dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan terkait pelaksanaan sistem
penerimaan negara secara elektronik; dan

8. melaksanakan /aunching transaksi perdana secara live untuk menyebarluaskan layanan penerimaan negara

kepada masyarakat (wajib pajak/wajib bayar/wajib setor).
Untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif dalam pengembangan sistem penerimaan
negara secara elektronik dimaksud, Saudara dapat berkoordinasi dengan Direktorat Pengelolaan Kas Negara dan
Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,

........... (G TP
Tembusan:
1. Direktur Jenderal Anggaran
2. Direktur Jenderal Pajak
3. Direktur Bea dan Cukai
4, Kepala Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan
5. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan
6. Kepala KPPN Khusus Penerimaan



PETUNJUK PENGISIAN
IZIN PRINSIP SEBAGAI COLLECTING AGENT

NO. URAIAN ISIAN

(1) Diisi dengan nomor surat pemberian izin prinsip sebagai Collecting Agent

(2) Diisi dengan tanggal penandatanganan pemberian izin prinsip sebagai Collecting Agent

(3) Diisi dengan sifat surat pemberian izin prinsip sebagai Collecting Agent

4) Diisi dengan Bank Umum, Bank Devisa, Kantor Pos, Lembaga atau Lembaga Devisa yang mengajukan
permohonan menjadi Collecting Agent

(5) Diisi dengan Bank Umum, Bank Devisa, Kantor Pos, Lembaga atau Lembaga Devisa yang mengajukan
permohonan menjadi Collecting Agent

(6) Diisi dengan alamat Bank Umum, Bank Devisa, Kantor Pos, Lembaga atau Lembaga Devisa yang
mengajukan permohonan menjadi Collecting Agent

(7) Diisi dengan nomor surat pengajuan dari Bank Umum, Bank Devisa, Kantor Pos, Lembaga atau
Lembaga Devisa yang mengajukan permohonan menjadi Collecting Agent

(8) Diisi dengan perihal surat Bank Umum, Bank Devisa, Kantor Pos, Lembaga atau Lembaga Devisa yang
mengajukan permohonan menjadi Collecting Agent

(9) Diisi dengan nomor Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan yang mengatur petunjuk teknis terkait
sistem/aplikasi yang dibangun oleh Collecting Agent

(10) | Diisi dengan perihal Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan yang mengatur petunjuk teknis terkait
sistem/aplikasi yang dibangun oleh Collecting Agent

(11) | Diisi dengan nama dan tandatangan Direktur Jenderal Perbendaharaan




SOP LINK PENYELESAIAN GANGGUAN SISTEM

SOP LINK PENYELESAIAN GANGGUAN SISTEM PENERIMAAN NEGARA BERDASARKAN LAPORAN DARI
BANK PERSEPSI/BANK PERSEPSI VALAS/POS PERSEPSI/LEMBAGA PERSEPSI LAINNYA/LEMBAGA

B1.

PERSEPSI LAINNYA VALAS

Instruksi Kerja

Bank/Pos/
Lembaga Persepsi
Lainnya

Direktorat STP DIPh

HAI DJPb

Service Desk
Pusintek
Kemenkeu

Incident
Management
Pusintek

Waktu
{menit)

. {Bank /Pos/Lembaga Persepsi Lainnya manyampaikan gangguan

Sistem Penerimaan Negara ke Diraktorat SITP melalul HAI DiPh.

. {Bank/Pos/Lembaga Persepsi Lainnya menyampaikan laporan

[gangguan Sistem Penerimazn Negara kapada biller yang
diteruskan ke Direktorat SITP melalui HAI DIPB.

Y

. [HAI DIPb menerima laporan gangguan sistem penerimaan negara

yang selanjutnya diteruskan kepada Tim Teknis MPNG3,

[]
L

=

. |Tim Teknis MPN G3 melaksanakan identifikasi, Jika terdapat

gangguan, maka Direktorat 51TF akan menyampaikan declare/
pengumuman gangpuan Sistem Panerimaan Negara ke
Bank /Pos/Lembaga Persepsi Lainnya dan Biller melaiul HAI DiPb,

{}

v

. | Dit, SITP menyetesaikan gangguan sistem panerimaan Negara:

flka gangguan fringan, server dan starage maka diteruskan ke
Service Desk Pusintek Kemenkeu untuk diselesaikan.

Iika ganggguan Sisterm/Apikasi/Datobage Sistemn Penerimaan
Megara maka diselesalican olah Tim Teknls MPN G3.

., |Dit. SITP meneruskan laporan gangguan infrastruktur/

laringan/osting ke Service Desk Pusintiek untuk diselesalkan.

-4

. |Service desk Pusintek menerima pengaduan gangguan jaringan,

mancatat gangguan yang dilaporkan, dan melakukan identifikas)
dan panyelesainnya dan jiks belum dapat ditangani gangguan
sistemnya maka tket diteruskan kepada Tim incalent
Manogement Pusintek Kementerian Keuangan,

a%al

Tien incidznt Manogement Pusintek berkoordinasi untuk
menyelesaikan gangguan jaringan yang terjadl.

(-3

. |Tim Ineident Management Pusintek menginformasikan bakwa

gangguan telah diselesaikan kepada Service Desk Pusintek dan
resoive ket malalul HAI DIPh

, | Tim Tekna MPN G3 Dit. SITP menyampaikan hasil penanganan

gangguan dan mengkonfirmasi penutupan tiket melaks HAI
Difo, Service desk Pusiniek menyamgpaikan hash peranganan
gangguan dan mengkonfirmasi penutupan tiket kepada Dit. SITP
miadaluf HAI DJPb.

. |HAI DIPb menyamgaikan penyelesaian gangguan ke

Bank/Pos/Lembaga Persepsi Lainnya melalul HAI DIPb.

12

Sefesai

OL




B2. SOP LINK PENYELESAIAN GANGGUAN SISTEM PENERIMAAN NEGARA BERDASARKAN LAPORAN

BILLER

Instruksi Kerja

Bifier

Direktorat SITP DIPb

Service Desk

HAI DJPL

Tim Teknis MPN G3

Pusintek
Kemenkeu

Incident
Manogement
Pusintek

Norma
Waktu
[menit)

Biller menyampaikan gangguan Sistem Penerimaan Negara ke
Direktorat SITP melalui HAI DIPb.

. |HAI DIPb menerima laporan ganguan sistem penerimaan negara

yang diteruskan kepada Tim Teknis MPN G3

1
—
LI

. | Direktorat SITP malaksanakan identifikas), J&a terdapat

gangguan, Dit. SITP akan menyampalkan declore/ pengumuman
gangguan Sistem Penerimaan Negara ke Biler melalul HAI DIPD,

. | Dit. SITP menyelesalkan gangguan Sistem Penerimaan Negara:

Jika gangguan aringan, server, dan storoge maka diteruskan ke
Service Desk Pusintek Kemenkeu untuk diselesaikan.

lika ganggpuan sistem/aplikasi/dotobase Penerimaan Negara
maka diselesaikan aleh Tim Direktorat SITP, BIPh.

5

Dit. SITP meneruskan laporan gangauan infrastrukiur/
|aringan/hosting ke Service Desk Pusintek untuk diselesalkan.

i

. |Service desk Pusintek menerima pengaduan gangguan jaringan,

mencatat gangguan, melakukan identifikasi dan penyelesaiannya.
Jika gangguan sistem belum dapat ditangani maka tiket
diteruskan kepada Tim Incident Monagement Pusintek
Kementarian Keuangan,

. |Tim incident Monogement Pusintek berkoordinasi untuk

menyelesalkan gangguan jaringan yang terjadi

. |Tim Incident Monagement Pusintek menginformasikan kepada

Service Desk Pusintek bahwa gangguan tefah diselesaikan dan
respive tiket melalul HAI DIPb,

. |Tim Teknis MPN G3 Dit. SITP menyampalkan hasil penanganan

gangguan dan mengkonfirmasi penutupan tiket mefakui HAI DIPD.
Service desk Pusintek menyampaikan hasil penanganan gangguan
dan mengkonfirmasi penutupan tiket kepada Dit. SITP medalui HAI
DIPb.

| Drektorat SITP menyampaikan penyelesaian gangeuan kepada

Biller malalui HAI DIPb.

I

Selesal




B3. SOP LINK PENYELESAIAN GANGGUAN SISTEM PENERIMAAN NEGARA LAPORAN WAJIB PAJAK/WAIJIIB
BAYAR/WAJIB SETOR

Wajib Pajsk/ | Bank/Pos/ Direktorat SITP DiPb Service Desk | Incident

Walib Sotor | Persepsi Lainnya HAIDIPE | Tim Teknis MPNG3 | pomonkey | Pusintek

1 [Wajib pajak/bavar/setor mamyampakan gaagguan Sstem
Penerimaan Negara ke Direltorst S TP melalul HAI DJPb, (:'

Waji pajak/bayar fyetos meryampaican laporan gangguan
Sistem Penerimaan Megara ke Bank/Pos/lembags Perseps :\
Lnaya dan Siler,

Norma
Na instruksi Kerja Wajlb Bayar/ | Lembuga Biller Pusiatek  |Manogement| Waktu
{menit)
5
5

3 |Bank/PosiLembaga Persepsi Lainmya menerima Laparan dar
Wali pajak/bayar fsetor dan meneruskan Laporen tursed
kepada Direitorat 5 TP mefaul HAI DUPB,

M
U

4 |Sier menorima Laposan darl Wajll pajak/oayarfsetor dan ——
meneruskan faparan tersebut Kepada Dit. SITP melslui HAI Db b sl

5§ |HA1 DJPb menerima leporan gangguan sistem penerimaan negar |
yang diteruskan kepada tim tekads MPK 53,

[
L

Diz, TP melgksgnakan dentiikasi Foa terdapat gangguan maka
Dt SITP akan menyampalkan deckyre/ peagumuman ganggusn
Sistem Pencrimasn Negara ke Woiib pajak,hayar/setor melatui
Bank/Pos/lembaga Persepsi Lainnya, dan/ataw Biler medall HA)
QiPb,

[
L
g

7 0w SITP menyebesaikan gnagguan sistem/faringan:
B gaapguan jaringan, server dan storage maka dieruskan <‘/ 5

Service Deck Puiintik Kemenkiey sntuk dasiesaioan.

Jika gonpggein Satem/Apkk i/ Dotobae Penerimaan Negara

maka diseiesaikan oleh Ti Direktorat SITP, DIPG, IL _J,I 50

-

Din, SITP meneruskan loporan gangguan infrastruictu
jaringan/hotting ke Service Desk Pusiniek untuk diselesatian.

(]

9 |Service degk Pusiniek menerima pengaduan gangruan jat ingan,
mencatat ganpguan yang dlaporkan, dan tket diteruskan kepada
Tim incident Mopagement Pusintek Kementerian Keuangan.

10 |Tim incident Management Busintek berkoordinas untuk
meycksaiian gangguan [arisgan yang terjadi.

11 |Tim incident Manag Pusiniek inf bahwa —t—
gangguan teioh giselusaikan kepada Service Degk Pusinter dan L I &
resoive et melalul HA| DIPB.

12 |Tim Tekna MPN G3 Dit, 5ITP menyampaikan hasi penanganan
gangauan dan menghonfirmast penutupan tiker mela|ul HAL DR,
Senvice desk Pusiniek meryam paiian hasil penanganan gangguan = I 5
dan menghonfirmasi penutupan tiet kepada Dit, SITP makaks
HAl DIPb.

13 |Dit. SITR menyampaikan penyelesaian gangguan 5
brkPoshabig P 8 n bl AN O M | —

14 [Bank/Pas/Lembags Persepsi Luinnya dan Biler menyampii 5 '
penyelesaion gangguan ke Wajib pajakfosyar fsetor. | I

o -




C. SURAT PERNYATAAN KESALAHAN PENGINPUTAN NOMINAL/NILAI SETOR PENERIMAAN NEGARA

KOP SURAT (Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor)

SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini....(2)..., tanggal...(3)... bulan...(4)... tahun...(5)... saya yang bertanda tangan di bawah

ini:
Nama D i (6)ennnnns
Nomor Identitas i (7)eeinnnnns

menyatakan bahwa telah terjadi kesalahan penginputan nilai nominal/nilai setor pada saat melakukan
pembuatan Kode Billing....... (€5 T dalam rangka penyetoran penerimaan negara melalui....... 9)...... dan
berhasil memperoleh Bukti Penerimaan Negara (BPN), dengan rincian sebagai berikut:

1. TERTULIS/TRANSAKSI YANG DIBATALKAN

No. Tanggal Buku NTPN/NTB/NTP Akun/Satker Nilai Setor
(10) (11) (12) (13) (14)

2. SEHARUSNYA/TRANSAKSI PENGGANTI

No. Tanggal Buku NTPN/NTB/NTP Akun/Satker Nilai Setor
(15) (16) (17) (18) (19)

Atas kesalahan penyetoran penerimaan negara tersebut:

a. meminta agar dapat dilakukan pembatalan transaksi penerimaan negara sebesar...... (20)...... dengan
NTPN dan NTB/NTP....... 21)....... ;

b. tidak akan menggunakan transaksi penerimaan negara sebagaimana angka 1 sebagai pelunasan atas
kewajiban kepada negara;

C. apabila di kemudian hari terdapat penggunaan terhadap transaksi penerimaan negara yang telah

dibatalkan tersebut, saya bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menyetorkan dana atas transaksi
dimaksud ke kas negara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

........ (22)cciisy ceeieinn. 20xx
Yang Menyatakan,
Meterai



PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN KESALAHAN PENGINPUTAN
NOMINAL/NILAI SETOR PENERIMAAN NEGARA

NO. URAIAN ISIAN

(1) Diisi dengan nomor surat pernyataan dari WP/WB/WS.

(2) Diisi dengan nama hari pada saat surat pernyataan dibuat.

(3) Diisi dengan tanggal (dengan huruf) pada saat surat pernyataan dibuat.

(4) Diisi dengan nama bulan pada saat surat pernyataan dibuat.

(5) Diisi dengan tahun (dengan huruf) pada saat surat pernyataan dibuat.

(6) Diisi nama WP/WB/WS sesuai yang tercantum dalam BPN.

(7) Diisi nomor identitas sesuai BPN (NPWP/KTP/SIM).

(8) Diisi dengan nomor Kode Billing transaksi Penerimaan Negara yang akan dibatalkan.

9) Diisi nama Kantor Cabang/Unit Layanan Lainnya Collecting Agent tempat penyetoran dilakukan.

(10) Diisi nomor urut daftar transaksi Penerimaan Negara yang dibatalkan.

(11) Diisi tanggal buku transaksi Penerimaan Negara yang dibatalkan sesuai BPN.

(12) Diisi NTPN dan NTB/NTP transaksi Penerimaan Negara yang dibatalkan sesuai BPN.

(13) Diisi kode akun atau kode satker transaksi Penerimaan Negara yang dibatalkan sesuai BPN.

(14) Diisi Nilai Setoran transaksi Penerimaan Negara yang dibatalkan sesuai BPN.

(15) Diisi nomor urut daftar transaksi Penerimaan Negara pengganti.

(16) Diisi Tanggal Buku transaksi Penerimaan Negara pengganti sesuai BPN.

(17) Diisi NTPN dan NTB/NTP transaksi Penerimaan Negara pengganti sesuai BPN.

(18) Diisi kode akun atau kode satker transaksi Penerimaan Negara pengganti sesuai BPN.

(19) Diisi nilai setoran transaksi Penerimaan Negara pengganti sesuai BPN.

(20) Diisi nilai setoran transaksi Penerimaan Negara yang dibatalkan sesuai BPN (sebagaimana nomor
14).

(21) Diisi NTPN dan NTB/NTP transaksi Penerimaan Negara yang dibatalkan sesuai BPN (sebagaimana
nomor 12).

(22) Diisi tempat dan tanggal penandatanganan surat pernyataan.

(23)

Diisi nama dan tandatangan WP/WB/WS.




D. SURAT PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN KONFIRMASI KEBENARAN DATA SETORAN PENERIMAAN NEGARA

KOP SURAT (Kantor Cabang/Unit Layanan Lainnya Collecting Agent)

SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini...(2)..., tanggal...(3)... bulan...(4)... tahun...(5)... saya yang bertanda tangan di bawah

ini:
Nama D i (S
Jabatan D i (7)eiinnnnnn

Negara pada Kode Billing....... (8)........ dalam rangka menerima setoran penerimaan negara dari....... (9)........
dan berhasil memperoleh Bukti Penerimaan Negara (BPN) namun tidak terdapat dana atas transaksi penerimaan
negara tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

TERTULIS/TRANSAKSI YANG DIBATALKAN

No. Tanggal Buku NTPN/NTB/NTP Akun/Satker Nilai Setor

(10) (11) (12) (13) (14)
SEHARUSNYA/TRANSAKSIPENGGANTI

No. Tanggal Buku NTPN/NTB/NTP Akun/Satker Nilai Setor

(15) (16) (17) (18) (19)
Atas kelalaian tersebut, saya, untuk dan atas nama....... (20)..... , bertanggung jawab dan akan segera

mengupayakan penyelesaian proses pengajuan permintaan pembatalan kepada KPPN Khusus Penerimaan sesuai
ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya

Mengetahui,
Pimpinan Cabang/Unit
Layanan Lainnya

Petugas pada Collecting Agent

Meterai



PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN KELALAIAN KONFIRMASI NOMINAL/NILAI SETOR
PENERIMAAN NEGARA

NO. URAIAN ISIAN

(1) Diisi dengan nomor surat pernyataan dari Kantor Cabang/Unit Layanan pada Collecting Agent.

(2) Diisi dengan nama hari pada saat surat pernyataan dibuat.

(3) Diisi dengan tanggal (dengan huruf) saat surat pernyataan dibuat.

(4) Diisi dengan nama bulan pada saat surat pernyataan dibuat.

(5) Diisi dengan tahun (dengan huruf) pada saat surat pernyataan dibuat.

(6) Diisi nama petugas pada Collecting Agent.

(7) Diisi jabatan petugas pada Collecting Agent yang melakukan kelalaian.

(8) Diisi dengan nomor Kode Billing transaksi penerimaan Negara yang akan dibatalkan.

(9) Diisi nama WP/WB/WS sesuai yang tercantum dalam BPN.

(10) Diisi nomor urut daftar transaksi Penerimaan Negara yang dibatalkan.

(11) Diisi Tanggal Buku transaksi Penerimaan Negara yg dibatalkan sesuai BPN.

(12) Diisi NTPN dan NTB/NTP transaksi Penerimaan Negara yang dibatalkan sesuai BPN.

(13) Diisi kode akun atau kode satker transaksi Penerimaan Negara yang dibatalkan sesuai BPN.

(14) Diisi nilai setoran transaksi Penerimaan Negara yang dibatalkan sesuai BPN.

(15) Diisi nomor urut daftar transaksi Penerimaan Negara pengganti.

(16) Diisi Tanggal Buku transaksi Penerimaan Negara pengganti sesuai BPN.

(17) Diisi NTPN dan NTB/NTP transaksi Penerimaan Negara pengganti sesuai BPN.

(18) Diisi kode akun atau kode satker transaksi Penerimaan Negara pengganti sesuai BPN.

(19) | Diisi nilai setoran transaksi Penerimaan Negara pengganti sesuai BPN.

(20) Diisi nama Kantor Cabang/Unit Layanan pada Collecting Agent.

(21) Diisi tempat dan tanggal penandatanganan surat pernyataan.

(22) Diisi nama dan tandatangan petugas pada Collecting Agent yang melakukan kelalaian.

(23) | Diisi nama dan tandatangan Pimpinan Cabang/Unit Layanan pada Collecting Agent.




E. SURAT PERMOHONAN PEMBATALAN TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA

KOP SURAT (Kantor Pusat Collecting Agent)

SURAT PERMOHONAN PEMBATALAN TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA

Yth. Kepala KPPN Khusus Penerimaan
Di tempat
Dengan hormat,

Bersama ini saya mengajukan permohonan pembatalan transaksi penerimaan negara, dengan rincian sebagai
berikut:

No. Tanggal Buku NTPN/NTB/NTP Akun/Satker Nilai Setor
(2) (3) (4) (5) (6)

Selanjutnya saya bertanggung jawab atas kebenaran permohonan pembatalan transaksi penerimaan negara
tersebut dan apabila di kemudian hari terdapat penggunaan terhadap setoran penerimaan negara yang telah
dibatalkan tersebut, saya bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menyetorkan dana atas transaksi
dimaksud ke kas negara.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

........ (7)iiiiny cvnvnen . 20xX
Pimpinan Kantor Pusat pada
Collecting Agent,
........... (€) P T
Tembusan:
1. () FET T



PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN PEMBATALAN TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA

NO. URAIAN ISIAN

(1) Diisi dengan nomor surat permohonan pembatalan transaksi penerimaan negara oleh Kantor Pusat
pada Collecting Agent.

(2) Diisi nomor urut daftar transaksi Penerimaan Negara yang dibatalkan.

(3) Diisi Tanggal Buku transaksi Penerimaan Negara yang dibatalkan sesuai BPN.

(4) Diisi NTPN dan NTB/NTP transaksi Penerimaan Negara yang dibatalkan sesuai BPN.

(5) Diisi kode akun atau kode satker transaksi Penerimaan Negara yang dibatalkan sesuai BPN.

(6) Diisi nilai setoran transaksi Penerimaan Negara yang dibatalkan sesuai BPN.

(7) Diisi tempat dan tanggal penandatanganan surat permohonan pembatalan transaksi penerimaan
negara.

(8) Diisi nama dan tandatangan Pimpinan Kantor Pusat pada Collecting Agent yang menangani
penerimaan negara.

(9) Diisi Direktur Jenderal Pajak atau Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pimpinan Instansi Pemerintah
Pemilik Tagihan sesuai jenis Penerimaan Negara yang dibatalkan.

(10) Diisi nama KPP atau KPPBC atau Instansi Pemerintah Pemilik Tagihan dimana Wajib Pajak/Wajib

Bayar/Wajib Setor terdaftar.




F. SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN PEMBATALAN TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA

KOP SURAT KPPN KHUSUS PENERIMAAN

Nomor Do (L)eeeeees (2)..... ) areeraneeeas 20xx
Sifat R (3).......

Lampiran T (4).......

Hal :  Penolakan Permohonan Pembatalan

Transaksi Penerimaan Negara

Yth.Direktur Utama/Pimpinan Tertinggi ....... (5)....
Di tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ....(6)..... tanggal ..... (7)..... perihal tersebut pada pokok
surat, dengan ini saya sampaikan bahwa permohonan pembatalan transaksi penerimaan negara, dengan rincian
sebagai berikut:

No. Tanggal Buku NTPN/NTB Akun/Satker Nilai Setor
(8) (9) (10) (11) (12)

tidak dapat disetujui untuk dilakukan pembatalan transaksi penerimaan negara mengingat belum memenuhi
ketentuan yang berlaku.

Demikian agar maklum.

Kepala KPPN Khusus Penerimaan,

Tembusan:



PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN PEMBATALAN
TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA

NO. URAIAN ISIAN

(1) Diisi dengan nomor surat penolakan permohonan pembatalan transaksi penerimaan negara

(2) Diisi tempat dan tanggal penandatanganan surat penolakan permohonan pembatalan transaksi
penerimaan negara

(3) Diisi sifat surat penolakan permohonan pembatalan transaksi penerimaan negara

(4) Diisi jumlah lampiran surat penolakan permohonan pembatalan transaksi penerimaan negara

(5) Diisi nama Collecting Agent

(6) Diisi nomor surat permohonan pembatalan transaksi penerimaan negara dari Collecting Agent

(7) Diisi tanggal surat permohonan pembatalan transaksi penerimaan negara dari Collecting Agent

(8) Diisi nomor urut daftar transaksi Penerimaan Negara yang dibatalkan

(9) Diisi Tanggal Buku transaksi Penerimaan Negara yang dibatalkan sesuai BPN

(10) Diisi NTPN dan NTB/NTP transaksi Penerimaan Negara yang dibatalkan sesuai BPN

(11) Diisi kode akun atau kode satker transaksi Penerimaan Negara yang dibatalkan sesuai BPN

(12) Diisi nilai setoran transaksi Penerimaan Negara yang dibatalkan sesuai BPN

(13) Diisi nama dan tandatangan Kepala KPPN Khusus Penerimaan

(14) Diisi Direktur Jenderal Pajak atau Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pimpinan Instansi Pemerintah
Pemilik Tagihan sesuai jenis Penerimaan Negara yang dibatalkan.

(15) Diisi nama KPP atau KPPBC atau Instansi Pemerintah Pemilik Tagihan dimana Wajib Pajak/Wajib

Bayar/Wajib Setor terdaftar.




G. SURAT PERSETUJUAN PEMBATALAN TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA

KOP SURAT KPPN KHUSUS PENERIMAAN

Nomor Do (L)eeeeees (2)..... ) areeraneeeas 20xx
Sifat T (3).......

Lampiran T (4).......

Hal . Persetujan Pembatalan Transaksi Penerimaan Negara

Yth. Direktur Utama/Pimpinan Tertinggi ....... (5)

1.
2. Direktur Jenderal ....(6).......
3

Sehubungan dengan surat ...... (8)...... Nomor ....(9)..... tanggal ..... (10)..... perihal permohonan pembatalan
transaksi penerimaan negara, dengan ini saya sampaikan bahwa permohonan pembatalan transaksi penerimaan
negara, dengan rincian sebagai berikut:

No. Tanggal Buku NTPN/NTB Akun/Satker Nilai Setor
(11) (12) (13) (14) (15)

telah dilakukan pembatalan transaksi penerimaan Negara. selanjutnya diminta kepada Saudara untuk melakukan
proses selanjutnya pada masing-masing database sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian agar maklum.

Kepala KPPN Khusus Penerimaan,

Tembusan:
1. Direktur Jenderal Perbendaharaan




PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERSETUJUAN PEMBATALAN TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA

NO. URAIAN ISIAN

(1) Diisi dengan nomor surat persetujuan pembatalan transaksi penerimaan negara

(2) |diisi tempat dan tanggal penandatanganan surat persetujuan pembatalan transaksi penerimaan negara

(3) diisi sifat surat persetujuan pembatalan transaksi penerimaan negara

(4) Diisi jumlah lampiran pada surat persetujuan pembatalan transaksi penerimaan negara

(5) Diisi nama Collecting Agent

(6) Diisi nama Unit Eselon I pemilik tagihan atas transaksi penerimaan negara yang dibatalkan
(DJA/DJP/DIBC)

(7) Diisi nama satuan kerja/instansi pemilik tagihan untuk setoran PNBP/Non Anggaran

(8) Diisi nama Kantor Pusat Collecting Agent pemohon pembatalan transaksi penerimaan negara

(9) Diisi nomor surat permohonan pembatalan transaksi penerimaan negara dari Collecting Agent

(10) | Diisi tanggal surat permohonan pembatalan transaksi penerimaan negara dari Collecting Agent

(11) | Diisi nomor urut daftar transaksi Penerimaan Negara yang dibatalkan

(12) | Diisi Tanggal Buku transaksi Penerimaan Negara yang dibatalkan sesuai BPN

(13) | Diisi NTPN dan NTB/NTP transaksi Penerimaan Negara yang dibatalkan sesuai BPN

(14) | Diisi kode akun atau kode satker transaksi Penerimaan Negara yang dibatalkan sesuai BPN

(15) | Diisi nilai setoran transaksi Penerimaan Negara yang dibatalkan sesuai BPN

(16) | Diisi nama dan tandatangan Kepala KPPN Khusus Penerimaan

(17) | Diisi nama KPPN Mitra Kerja KPP/KPPBC/Instansi Pemerintah Pemilik Tagihan
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ttd.
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